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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran  
Negara  Republik Indonesia Tahun  1997  Nomor  44,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia 
Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3988); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

    
  4. Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 
3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang – Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

    
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
    
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik 

indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
    
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

    
  8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

    
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

    
  10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4723); 
    
  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5049); 
 

  12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

    
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

    
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan  atas Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001  Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

    
  15. Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4712); 
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  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502); 

    
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
    
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

    
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 
    
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

    
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

    
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

    
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

    
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 
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  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

    
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

    
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 508); 

    
  28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Anggaran Transfer ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41); 
    
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK. 07/2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana 

Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1259); 
    
  30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK. 07/ 2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak 

Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1263); 
 

  31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK. 07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil 
Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 1265); 

    
  32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK. 07/2012 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak 

Penghasilan 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 
Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1306); 

    
  33. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah 

Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 1); 
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Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK 
dan 

BUPATI LANDAK 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK 
TAHUN ANGGARAN 2013. 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut : 
 
1. Pendapatan Daerah …………………………………………………….............................................................. Rp.  841.669.951.364,40 
2. Belanja Daerah ……………………………………………………………………………………………………………… Rp.  895.497.723.433,96 

    
  34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten 

Landak Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 7); 

    
  35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah 

Kabupaten Landak Pada Perseroan Terbatas  Bank Pembangunan Daerah  Kalimantan Barat (Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 
1); 

  36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kabupaten Landak  (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak  Nomor 6); 
 

  37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 
2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 23). 
 

    



     Halaman 7 
 
 
3. 

Surplus / (defisit) 
Pembiayaan : 

................................... (Rp.   53.827.772.069,56 
 

 a. Penerimaan............................................................................................. Rp. 101.327.772.069,56  
 b. Pengeluaran............................................................................................ Rp.  47.500.000.000,00  
 Pembiayaan Netto ................................... Rp.    53.827.772.069,56 
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan…………………………………….………………………… Rp.                           0,00 
    
 

P a s a l  2 
    
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
 a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah……………………………………………………………………………..…… Rp.    26.135.758.566,40 
 b. Dana Perimbangan sejumlah………………………….…………………………………………………………….. Rp.  661.869.811.525,00 
 c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah…………………………………………………….……….. Rp.  153.664.381.273,00 
   
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :  
 a. Pajak Daerah sejumlah…………………………………………………………………………………………..……. Rp.    12.152.311.625,00 
 b. Retribusi Daerah sejumlah.............................................................................................................. Rp.      7.345.095.597,70 
 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah………………….....……………….…… Rp.      3.235.310.474,97 
 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah……………………………………………………….. Rp.      3.403.040.868,73 
    
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :  
 a. Dana Bagi Hasil sejumlah............................................................................................................... Rp.    38.991.478.525,00 
 b. Dana Alokasi Umum sejumlah........................................................................................................ Rp.  534.166.873.000,00 
 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah....................................................................................................... Rp.    88.711.460.000,00 
   
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 
 a. Hibah sejumlah............................................................................................................................... Rp.                           0,00 
 b. Dana Darurat sejumlah.................................................................................................................. Rp.                           0.00 
 c. Dana Bagi Hasil Pajak..................................................................................................................... Rp.    15.356.650.713,00 
 d. Dana Penyesuaian Otonomi Khusus sejumlah................................................................................ Rp.                           0,00 
 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah............................ Rp.    84.077.800.000,00 
 f. Dana Penyesuaian Kependidikan sejumlah…………..…………………………………………………….……. Rp.    54.229.930.560,00 
 g. Dana Pasca Bencana Alam sejumlah…………………………………………………………………………….… Rp.                           0,00 
 h. Klaim Dana Jamkesmas dan Askes………………………………………………………………………..………. Rp.                           0,00 
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P a s a l  3 
 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas :  
 a. Belanja Tidak Langsung sejumlah………………………………………………………..………………………... Rp.  377.411.352.228,96 
 b. Belanja Langsung sejumlah………………………………………………………………………………………….. Rp.  518.086.371.205,00 
    
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 
 a. Belanja Pegawai sejumlah…………………………………………………………………………………………….. Rp.  338.160.192.228,96 
 b. Belanja Bunga sejumlah……………………………………………………………………………………….…...... Rp.      1.404.000.000,00 
 c. Belanja Subsidi sejumlah…….………………………………………………………………………………………. Rp.                           0,00 
 d. Belanja Hibah……………………………………………………………….…………………………………………… Rp.      7.290.000.000,00 
 e. Belanja Bantuan Sosial………………………………………………………………………………………………. Rp.      3.530.360.000,00 
 f. Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah……………… Rp.                           0,00 
 g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Sejumlah………..………………………………... Rp.    25.626.800.000,00 
 h. Belanja Tidak Terduga sejumlah…………………………………………………………………………………… Rp.      1.400.000.000,00 
   
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :  
 a. Belanja Pegawai sejumlah………….……………………………………………………………………………….… Rp.    26.631.100.000,00 
 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah………………………………………………………………………….......... Rp.  163.430.463.940,00 
 c. Belanja Modal…………………………………………………………………………………………….……………... Rp.  328.024.807.265,00 
  

P a s a l  4 
  
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : 
 a. Penerimaan sejumlah...................................................................................................................... Rp.  101.327.772.069,56 
 b. Pengeluaran sejumlah…………………………………………………………………………..……………………… Rp.    47.500.000.000,00 
    
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :  
 a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah………………………. Rp.    60.327.772.069,56 
 b. Pencairan Dana cadangan sejumlah………………………………………………………………………………. Rp.                           0,00 
 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah……………………………………………… Rp.                           0,00 
 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah…………………………………………………………….……………. Rp.    41.000.000.000,00 
 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah…………………………………………………………… Rp.                           0,00 
 f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah……………………………………………………………….……………. Rp.                           0,00 
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :  
 a. Pembentukan dana Cadangan sejumlah……………………………………………………………………..…… Rp.                           0,00 
 b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah……………………………………………….…. Rp.      8.500.000.000,00 
 c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah………………………………….……………………………………..……… Rp.    39.000.000.000,00 
 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah………………………………….………………………………………… Rp.                           0,00 
   

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 
 
a. Lampiran I     Ringkasan APBD; 

  
b. Lampiran II    Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

 
c. Lampiran III   Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;      

                 
d. Lampiran IV   Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 

 
e. Lampiran V    Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi 

dalam 
                      Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 
 

f. Lampiran VI   Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 
 

g. Lampiran VII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah dan 
 

h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah. 
 

Pasal 6 
 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati. 
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Pasal 7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Landak. 
 

                                   Ditetapkan di Ngabang 
                                  pada tanggal 21 Januari 2013  

  
       BUPATI  LANDAK, 

  ttd 

      ADRIANUS ASIA SIDOT 
 

             Diundangkan di Ngabang 
             pada tanggal 21 Januari 2013 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

ttd 

LUDIS 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2013 NOMOR 1 1  
 

        s    salinan sesuai dengan aslinya 

      Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK, 
 
 
 
                         NIKOLAUS, SH 
                        Penata Tingkat I 
             NIP. 19680225 199903 1 003 


